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DPR Gerah Didesak soal RUU Antiterorisme

DPR menolak didikte ten-
tang pembahasan Rancang-
an Undang-Undang (RUU)
Antiterorisme, Sejumlah
pihak telah menggunakan
alasan yang tidak rasional
untuk mendesak agar pem
hahasan RUU tersebut cepat
diselesarkan,

Ketua Panitia Khusus (Pan-
sus) RUU Antiterorisme Mu-
hammad Syafi’T mengemu-
kakan hal itu saat dihubung,
kemarin. [a menekankan DPR
tidak ingin hasil pembahasan
yang amburadul,

“Ada agenda yang tidak
terjelaskan sehingga ada de-
sakan dengan cara-cara yang
tidak rasional dilatarbela-
kangi peristiwa terorisme
dan dijadikan alasan kepada

Pansus agar cepat menyelesai-
kan RUU ini. Kita tetap bekerja
keras menyelesaikanRUUTRE"
papar Syait

la. mengungkapkan se-
jakdwal RUU Antiterorisme
hanya memuat konten soal
penindakan. Dalam pemba:
hasart bersama pansus dan
juga panja, porm RUU itu kemu-
dian berkembang agar meng-
atur pula soal pencegahtan dan
penanganan korban pascape-
ristiwa terorisme,

Formula baru ftulah, kilah
Syaftl, yang menyehabkan
pembahasannya memakan
waktu yang panjang. “Kalau
kita ikuti seleranya peme-
rintah, pencegahan itu ya
penindakan. ltu nakutin, Kita
ingin mencegah itu, memutus

mata rantai untuk mence-
gah orang berpikir menjadi
teroris, Yang sering dilupakan
orang tethadap RUU ini hukan
memberantas feroris, tetapi
memberantas terorisme,” pa-
par politikus Gerindraitu,

Syalii kemudian memper-
tanyakan kerja pemerintal
yang hingga kini belum me-
nyampaikan definisi teroris-
e yang jelas seperti permin-
taan DPR,

Sebelumnya, DirekturEkse-
kutifTmparsial Al Avafmenga-
takan Pansus RUU Antiteroris-
me sebafknya fokus pada
unsur penegakan hukum
sehingga DPR dapat segera
merampungkan pembahasan
RUU Antiterorisme,

“Kesannya ingin membuat

payung hukum yang hersifat
umbrella qet atau payung
hukum untuk senmua tindak-
an. Padahal, harusnya ticak
demikian karena membuat
pembahasan judi melebar ke
mana-mana,”

Al Araf menyebut pemerin-
tah bisa menggunakan produk
hukun yang ada untuk hisa
melakukan penegakan hu-
kum yang melihatkan banyak
instansi. Misalnya, untuk
pelibatan INI sudah hisa
dilakukan dengan UU No 34
Tahun 2004 tentang TNI, Peli-
hatan pihak imigrasi dalam
pencegahan terduga pelaku
keluar masuk ke Indonesia
hisa menggunakan UU No 6
Tahun 2011 tentang Keimigra-
sian. (Now/P-1)
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